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This study explores the urgency of implementing transparency in regional 

financial management in the era of fiscal decentralization in Indonesia. Using a 

qualitative descriptive approach, this study explains how the principles of 

transparency and accountability can support more effective financial 

management at the regional level. The findings show that regional financial 

transparency encourages public trust, community participation, and more 

effective budget oversight. However, there are a number of challenges that 

hinder implementation, such as limited human resource capacity, inadequate 

technological infrastructure, and low political commitment. Therefore, this 

study recommends developing human resource capacity, optimizing 

information technology, and increasing the commitment of regional 

governments to strengthen regional financial transparency. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengeksplorasi urgensi penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di era 

desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini memaparkan bagaimana 

prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat mendukung manajemen keuangan yang lebih efektif di tingkat 

daerah. Temuan menunjukkan bahwa transparansi keuangan daerah mendorong kepercayaan publik, 

partisipasi masyarakat, serta pengawasan anggaran yang lebih efektif. Namun, terdapat sejumlah tantangan 

yang menghambat implementasi, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur 

teknologi yang belum memadai, dan rendahnya komitmen politik. Oleh karena itu, penelitian ini 

merekomendasikan pengembangan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan 

komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi keuangan daerah. 
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PENDAHULUAN 

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu upaya strategis yang ditempuh pemerintah 
untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber 
daya keuangan secara mandiri. Kebijakan ini mulai diterapkan di Indonesia melalui Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan 
desentralisasi fiskal, diharapkan daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan 
dan mengelola keuangan untuk kebutuhan pembangunan lokal, sehingga pemerataan 
pembangunan dapat tercapai (Halim & Kusufi, 2018). Pemerintah daerah memiliki kewenangan 
untuk menentukan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing daerah, 
yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang lebih 
baik. 

Namun, desentralisasi fiskal tidak terlepas dari tantangan, salah satunya adalah 
bagaimana memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan 
akuntabel. Transparansi keuangan daerah merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata 
kelola keuangan yang baik. Keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan, mulai dari 
perencanaan hingga realisasi anggaran, sangat diperlukan agar masyarakat dan pihak-pihak 
terkait dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik (Sine, dkk 2021; 
Purwanti, 2021). Transparansi ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan 
anggaran, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalisir praktik korupsi dalam 
pengelolaan keuangan daerah (Rahayu, 2022). 

Dalam kerangka manajemen keuangan daerah, transparansi merupakan salah satu 
prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Hal ini tidak hanya menyangkut publikasi 
laporan keuangan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan fiskal (Sudrajat, 2021). Tanpa adanya transparansi yang memadai, 
potensi penyalahgunaan anggaran dan rendahnya akuntabilitas dapat menjadi ancaman serius 
dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, penerapan manajemen keuangan daerah 
yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi, di mana pemerintah daerah diwajibkan 
untuk menyediakan akses informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan keuangannya. 

Namun, meski berbagai regulasi telah mengatur pentingnya transparansi keuangan 
daerah, realisasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kapasitas 
sumber daya manusia, lemahnya penerapan teknologi informasi, serta kurangnya komitmen 
politik merupakan beberapa hambatan utama dalam mewujudkan transparansi keuangan di 
daerah (Nurnovianti & Karniawati, 2024). Dengan demikian, artikel ini akan membahas 
pentingnya transparansi keuangan daerah dalam era desentralisasi fiskal dan bagaimana 
manajemen keuangan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung keterbukaan dan 
akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat daerah. 
 
Tinjauan Pustaka 
2.1. Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari desentralisasi pemerintahan yang secara 
khusus mengacu pada pendelegasian wewenang dalam pengelolaan keuangan publik dari 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk 
meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya publik, mempercepat pembangunan, serta 
mendorong otonomi dan akuntabilitas daerah dalam mengelola anggarannya sendiri (Iskandar, 



  

224  Transparansi Keuangan Daerah dalam Era Desentralisasi Fiskal: Tinjauan Manajemen Keuangan Daerah 

2021; Sriwijayanti dkk, 2022; Putra & Amran (2023). Desentralisasi fiskal memungkinkan 
pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan dan prioritas lokal, 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan 
tepat sasaran. 

Di Indonesia, desentralisasi fiskal diatur melalui beberapa regulasi penting, dimulai dari 
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi 
lebih luas kepada daerah untuk mengelola anggarannya sendiri. Kebijakan ini diperkuat dengan 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah, yang mengatur mekanisme transfer fiskal, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), 
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sistem transfer ini dirancang untuk 
mengurangi ketimpangan antar daerah, dengan memberikan porsi dana yang lebih besar 
kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas (Meinarsari & Nursadi (2022). Hal ini 
sejalan dengan upaya menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. 

Otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan adalah salah satu pilar utama 
desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola 
sumber pendapatan asli daerah (PAD), serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan 
kebutuhan daerah. Dengan otonomi ini, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar 
dalam merumuskan kebijakan fiskal lokal, termasuk pengelolaan pajak daerah dan retribusi 
(Puspita, 2021; Anggara, 2024). Namun, untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan 
daerah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah diharuskan untuk 
mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap aspek 
pengelolaan keuangan publik. 

2.2. Transparansi Keuangan Daerah 

Transparansi keuangan daerah merupakan prinsip yang menekankan pentingnya 
keterbukaan dan aksesibilitas informasi mengenai pengelolaan keuangan oleh pemerintah 
daerah. Konsep ini mencakup penyediaan data yang jelas dan akurat terkait anggaran, 
pendapatan, dan pengeluaran daerah kepada publik (Mardiasmo, 2021). Dengan adanya 
transparansi, masyarakat dapat memahami alokasi sumber daya yang digunakan untuk 
berbagai program dan kegiatan, yang pada gilirannya mendorong partisipasi publik dalam 
proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk 
mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran 
(Kennedy dkk, 2024; Lestari & Darmawulan, 2024). 

Peran transparansi dalam akuntabilitas publik sangat krusial. Ketika informasi keuangan 
disediakan secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja 
pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik (Farhan & YA, 2023; Anisa'Huwaeda 
dkk, 2023). Akuntabilitas yang tinggi dicapai ketika pemerintah dapat memberikan 
pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang transparan. Menurut Rizki Ramadhani, 
dkk (2024) menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan prinsip transparansi dalam 
pengelolaan anggaran cenderung memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Hal 
ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkontribusi pada penguatan akuntabilitas, 
tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. 
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2.3. Manajemen Keuangan Daerah 

Manajemen keuangan daerah mencakup serangkaian proses yang melibatkan 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Pengelolaan anggaran 
daerah adalah langkah pertama yang krusial, di mana pemerintah daerah harus menyusun 
anggaran yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Proses ini tidak hanya 
melibatkan pemetaan sumber pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan pengeluaran yang 
diperlukan untuk program dan kegiatan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang No. 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus disetujui oleh DPRD sebagai wujud 
pertanggungjawaban publik dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan (Negara-
Badan, P. K. A. K., & Keahlian, D. P. R. (2020). 

Setelah anggaran disusun dan disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran, 
di mana pemerintah daerah mengelola dan menggunakan dana yang telah dianggarkan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Pengeluaran harus dilakukan secara efisien dan efektif agar 
program-program yang direncanakan dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi 
masyarakat. Pengawasan yang ketat perlu diterapkan selama tahap ini untuk mencegah 
penyalahgunaan dan memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran 
yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2021). Kegiatan pengeluaran yang transparan juga 
membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, yang pada 
gilirannya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

Pentingnya penerapan transparansi dalam setiap tahap manajemen keuangan tidak bisa 
diabaikan. Transparansi menciptakan akuntabilitas, di mana pemerintah daerah harus dapat 
mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada masyarakat. Dalam pelaporan 
keuangan, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara 
periodik, yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas (Juliyanti, 
2023; Mauliya, 2024). Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki akses untuk menilai 
kinerja pemerintah daerah dan berpartisipasi dalam proses pengawasan. Hal ini tidak hanya 
meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga dapat meminimalkan potensi korupsi dan memastikan 
bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengintegrasikan 
metode studi literatur dan analisis data sekunder untuk mengeksplorasi transparansi keuangan 
daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai 
sumber, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan tantangan yang muncul dalam pengelolaan 
keuangan daerah. Metode ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap praktik 
transparansi dan akuntabilitas yang ada (Moleong, 2018). 

3.2. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, buku, 
peraturan pemerintah, dan laporan keuangan daerah. Sumber-sumber ini memberikan 
informasi yang komprehensif dan relevan untuk mendalami aspek transparansi keuangan 
dalam pengelolaan daerah. Dengan memanfaatkan data sekunder, penelitian ini dapat 
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mengungkap temuan yang lebih luas dan mendalam mengenai praktik dan tantangan 
transparansi di tingkat daerah (Sugiyono, 2020). 

3.3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kebijakan yang 
berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan transparansi keuangan daerah, serta mengevaluasi 
implementasinya di berbagai daerah. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana 
kebijakan tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah. 
Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang signifikan 
mengenai efektivitas kebijakan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik transparansi 
(Kumar, 2019). 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Penerapan Transparansi Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal 

Penerapan transparansi keuangan daerah di era desentralisasi fiskal di Indonesia 
menunjukkan variasi yang signifikan di antara daerah-daerah. Kota Bandung, misalnya, telah 
berhasil mengimplementasikan transparansi keuangan dengan mengembangkan portal online 
yang menyediakan akses publik terhadap informasi anggaran dan laporan keuangan. Inisiatif ini 
tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, tetapi juga mendorong partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Berdasarkan laporan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2022, Bandung termasuk dalam 
kategori daerah yang berhasil dalam penerapan transparansi keuangan dengan skor 85% pada 
indeks transparansi anggaran (BPKP, 2022; Pertiwi, 2022). 

Sebaliknya, di Kabupaten Pangkep, tantangan dalam penerapan transparansi keuangan 
masih cukup besar. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan yang 
mengharuskan publikasi laporan keuangan, banyak informasi yang tidak terintegrasi dengan 
baik dan sulit diakses oleh masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 40% warga yang 
mengetahui adanya laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini 
menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan formal yang mendukung transparansi, 
implementasinya masih terhambat oleh rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat dan 
keterbatasan dalam penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami (Viana dkk, 2021). 

Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi dan peningkatan kapasitas baik di pihak 
pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan efektivitas transparansi keuangan. 
Daerah seperti Kota Yogyakarta telah menginisiasi program pelatihan bagi masyarakat 
mengenai literasi keuangan dan cara mengakses informasi anggaran, yang berhasil 
meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan pendekatan 
yang lebih inklusif dan edukatif, transparansi keuangan diharapkan dapat berfungsi secara 
optimal, mendorong akuntabilitas, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam 
pengelolaan anggaran daerah (Riyadi, 2024). 

4.2. Tantangan dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Daerah 

Mewujudkan transparansi keuangan daerah dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia 
menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya 
kapasitas sumber daya manusia (SDM) di level pemerintahan daerah. Banyak pegawai 
pemerintah daerah yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip 
transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian oleh Sari dan Harahap (2023), 65% 
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responden di beberapa kabupaten di Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak memiliki 
pelatihan khusus mengenai transparansi keuangan, sehingga menghambat kemampuan 
mereka untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan yang transparan dan akurat. 

Keterbatasan teknologi informasi juga menjadi faktor penghambat dalam upaya 
transparansi keuangan daerah. Banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, tidak memiliki 
infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung publikasi informasi keuangan secara 
online. Penelitian oleh Arifin dan Rachmawati (2022) menunjukkan bahwa hanya 40% 
pemerintah daerah yang menggunakan platform digital untuk menyampaikan laporan 
keuangan, sementara sisanya masih bergantung pada metode konvensional yang tidak efisien. 
Keterbatasan ini mengakibatkan informasi keuangan tidak mudah diakses oleh masyarakat, 
yang pada gilirannya mengurangi tingkat partisipasi publik dalam pengawasan anggaran. 

Selain itu, minimnya komitmen politik dari pemerintah daerah juga berperan dalam 
menghambat implementasi transparansi keuangan. Seringkali, terdapat ketidaksesuaian 
antara kebijakan yang dicanangkan dengan tindakan nyata di lapangan. Beberapa kepala 
daerah mungkin kurang berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, terutama jika 
dianggap dapat mengancam kekuasaan atau kepentingan pribadi mereka. Hal ini terlihat dari 
temuan Asnawi (2024), yang menunjukkan bahwa daerah dengan pimpinan yang kurang 
mendukung transparansi cenderung memiliki skor yang rendah dalam indeks transparansi 
anggaran. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan integrasi antara 
peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, dan komitmen politik yang 
kuat dari para pemimpin daerah. 

4.3. Peluang dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah 

Peningkatan transparansi keuangan daerah dalam era desentralisasi fiskal menawarkan 
sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai akuntabilitas yang lebih tinggi. 
Salah satu peluang yang paling signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dengan 
perkembangan teknologi digital, pemerintah daerah dapat menggunakan platform online 
untuk mempublikasikan laporan keuangan dan informasi anggaran secara real-time. Menurut 
Iskandar dan Lestari (2023), penggunaan aplikasi berbasis web dan mobile untuk transparansi 
anggaran di Kota Surakarta telah meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, 
sehingga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan keuangan. Hal ini menunjukkan 
bahwa teknologi informasi bukan hanya alat, tetapi juga kunci dalam menciptakan lingkungan 
yang transparan. 

Partisipasi masyarakat juga menjadi peluang penting dalam meningkatkan transparansi 
keuangan daerah. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan 
pengawasan penggunaan anggaran dapat menciptakan akuntabilitas yang lebih besar. Manurut 
Fatimah dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa daerah yang aktif melibatkan masyarakat 
dalam forum konsultasi anggaran memiliki tingkat kepuasan publik yang lebih tinggi dan lebih 
sedikit laporan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan menciptakan saluran 
komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, transparansi keuangan dapat 
ditingkatkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan 
daerah. 

Dukungan regulasi yang lebih kuat juga merupakan faktor kunci dalam memperkuat 
transparansi keuangan daerah. Peraturan yang mengatur kewajiban publikasi informasi 
keuangan harus diperkuat dan dipatuhi secara konsisten oleh seluruh pemerintah daerah. 
Menurut Sari (2024), penerapan regulasi yang tegas mengenai transparansi anggaran 
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diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam melaporkan dan 
menginformasikan penggunaan anggaran. Selain itu, dukungan dari lembaga pengawas seperti 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat membantu memastikan bahwa kebijakan transparansi 
dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, kombinasi dari teknologi, partisipasi masyarakat, 
dan regulasi yang kuat dapat menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi keuangan 
daerah. 

 
KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan daerah merupakan 
elemen kunci dalam mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal di Indonesia. Transparansi 
tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, tetapi juga berkontribusi pada 
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Penerapan prinsip 
transparansi yang baik dapat mendorong partisipasi masyarakat, sehingga memungkinkan 
pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan sumber daya publik. Menurut Oktari 
(2024) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi cenderung 
mengalami peningkatan dalam efisiensi pengelolaan keuangan serta kepuasan masyarakat 
terhadap layanan publik. 

Namun, tantangan yang signifikan tetap ada dalam mewujudkan transparansi keuangan 
yang ideal. Kendala-kendala seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan 
teknologi informasi, dan minimnya komitmen politik menghalangi banyak daerah dalam 
menerapkan prinsip transparansi secara efektif. Oleh karena itu, untuk mencapai transparansi 
yang optimal, diperlukan upaya yang lebih besar dalam penguatan kapasitas SDM, 
pengembangan infrastruktur teknologi, serta pembaruan regulasi yang mendukung 
keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Keseluruhan, peningkatan transparansi 
keuangan daerah adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi fiskal yang 
lebih baik dan berkelanjutan. 

5.2. Rekomendasi 

Untuk memperkuat transparansi keuangan daerah, rekomendasi kebijakan dan strategi 
yang harus diterapkan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui 
pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pemerintah daerah perlu mengadakan program 
pelatihan yang berfokus pada keterampilan pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi 
informasi yang relevan. Menurut Rahardjo (2021), peningkatan kapasitas SDM yang memadai 
dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan anggaran, sehingga 
mendukung pelaksanaan transparansi yang lebih baik. Selain itu, penting bagi pemerintah 
daerah untuk membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas transparansi keuangan, 
guna memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. 

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk mendukung 
transparansi keuangan. Pengembangan platform digital yang memungkinkan akses mudah 
terhadap informasi anggaran dan laporan keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Manurut Saifuddin (2020) menunjukkan 
bahwa penggunaan aplikasi berbasis web untuk publikasi laporan keuangan dapat 
meningkatkan keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas. Selain itu, penguatan komitmen dari 
pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong keterbukaan. Ini mencakup penetapan 
regulasi yang jelas mengenai kewajiban publikasi informasi keuangan dan penyediaan saluran 
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komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan SDM 
yang kompeten, teknologi yang tepat, dan komitmen yang kuat dari pemerintah, transparansi 
keuangan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. 
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